SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSIT BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang :a. bahwa untuk meningkatkan ekosistem investasi dan
kegiatan berusaha di DPaerah  perlu didukung dengan
pelayanan perizinan berusaha yang berkualitas, cepat,
mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan
akuntabel,;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fenyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah, mengatur penyelenggaraan perizinan
Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
sesuai dengan Kkewenangannya berdasarkan ketentuan

- Peraturan Perundang-undangan,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958  tentang
Pemberitukan Daerah-daesrah Tingkat II Dalamy Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Iindonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukarn Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6801);
;
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617); »

6 Peratutan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,

" Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2022 tenteng Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukur Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA.

EAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Badung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Badung.

3. Bupati adalah Bupati Badung. - é/ !
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11.
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Dewa11 Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Badung.

Eerangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas
Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Badung.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu vang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSF
adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Badung.

Pelayanan Terpadu Satu .Pintu yang selanjutnya
disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi
delam satu kesatuan precses dimulai dari tahapan
permohonan samipai dengan tahap penyelesaian produk
pelayanan terpadu satu pintu.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan
perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara
elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan
terbitnya dokumer yang dilakukan secara terpadu dalam
satu pintu.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya
disingkat NSPK adalah Peraturan Perundang-undangan
yang ditetapkan cleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman
dalem penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren
vang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang
merijadi kewenangan Dezerah.

Perizinan FEerusaha  adalah legalitas vang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.

Sistem  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara
Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya
disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi
yvang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS
untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko. s

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga
pemerintah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

.Penanaman Modal adalah segala  bentuk kegiatan

menanam modal bail oleh perianam modal dalam negeri
ataupun penariam asing untuk melakukan usaha di
wilayah Negara Republik Indonesia.

Nomor Induk Berusaha vang selanjutnya disingkat NIB
adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk
melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi
pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. ]
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Sertifikat Standar adalah pernyacaan dan/atzu bukti
pemer.uhan standar peiaksanazn kegiatan usaha.

lzin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha
yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum
melaksanakan kegiatan usahanya.

Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cidera atau
kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi
kemungkinan dan akibat bahaya.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan
Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan /atau kegiatan pada
bidang tertentu.

Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK
adalah usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya
disingkat UMK-M adalah UMK, dan usaha menengah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Rencana Tata Ruang adaiah yang selanjutnya disingkat
RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata
ruang wilayah Daerah yang dilengkepi dengan peraturan
zonasi Dacrah.

Surat Pernvataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup y~ng selanjutnya disebut
SPPI. adalah pernyataan kesanggupan cari penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas
dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan
di luar usaha danjatau kegiatan yang wajib analisis
dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan
lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan
hidup.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pernantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disingkat UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan
dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai
prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam
Perizinan Berusabha, atau persetujuan Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah.

Analisis Merngenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai
dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk
digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau persetujuen

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
yay
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29. Pengawasan  adalah  upaya  untuk memastikan
pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar
pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui
pendekatar berbasis Risiko dan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

30. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada
pemilik bangunan gedung untuk membangun baru,
mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat
bangunan gedung sesuai dengan standard teknis
bangunan gedung.

31.Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan
oleh Pemerintan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meiiputi:

a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;

c. tata hubungan kerja;

d. pelaporan,;

e. pembinaar; dan Pengawasan; dan

f. pendanaan.

BAB II
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 3

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP.

(2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah; dan
b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan
kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian
wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Bupati.

BAB IlI
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan
kegiatan berusaha.

(2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; !
s
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b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
c. Perizinan  Berusaha  sektor dan  kemudahan
persyaratan investasi.

(3) Penyelgnggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
Sistem OSS.

Bagian Kedua
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Paragraf 1
Umum
Pasal 5
(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan
berdasarkan:

a. penetapan Risiko: dan
b. peringkat skala usaha kKegiatan usaha yang raeliputi
UMK-M dan/atau usaha besar.

(2) Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurui a dilalkkukan berdasarkan hasil analisis
Risiko dari Pemerintah Pusat yang dilakukan secara
transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip
kehati-hatien berdasarkan data dan /atau penilaian
profesional.

(3) Hasil analisis Risiko yang dilakukan oleh Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
dasar untuk menentukan jenis Perizinan Berusaha di

Daerah.

(4) Jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) terdiri dari :

a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah,;

b. kegiatan usahe dengan Risiko menengah yang meliputi
tingkat Risiko menengah rendah dan tingkat Risiko
menengah tinggi; aan

c. kegiatan useha dengan tingkat Risiko tinggi.

Paragraf 2
Kegiatan Usaha Dengan Tingkat Risiko Rendah

Pasal 6

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat
Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalem Pasal 5 ayat (4)
huruf a berupa NIB yang rcerupakan identitas Pelaku Usaha
sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Paragraf 3
Kegiatan Usaha Dengan Tingkat Risiko Menengah

Pasal 7

(1) Perizinan Berusaha  untuk kégiatan usaha dengan
tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat {4) huruf b meliputi: !



a. NIB; dan
b. Sertifikat Standar.

(2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan
kegiatan usaha daiam bentuk pernyataan Pelaku Usaha
untuk memenuhi standar usaha dalam rangka
melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui
Sistem OSS.

(3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk
melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersiail
kegiatan usaha.

(4) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Pelaku
Usaha pada szat melaksanakan kegiatan usaha.

(5) Dalam hal sistern 0SS belum menyediakan secara
lenglkap fitur dalam proses pemenuhan Sertifikat
Standar, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan
sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS  sesuai
dengan NSFK yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 8

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan
tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b meliputi:

a. NIB; dan
b. Sertifikat Standar.

(2) Perangkat Daerah sesuai kewenangannya, dapat
menerbitkan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan
usaha berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

(3) Perangkat Daerah sesuai kéwenangannya, melakukan
verifikasi pemnyatean Pelakuy Usaha yang sudah
memperoleh NIB melalui Sistem OSS untuk memenuhi
standar pelaksanaan kegiatan usaha, dalam rangka
melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan.

(4) Pelalku  Usana yang sudah membuat pernyataan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk selanjutnya
Lembaga OSS menerbitkan Sert fikat Standar yang
belum terveritikasi.

(5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha
untuk melakakan persiapan kegiatan usaha.

(6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha
bagi Pelaku Ussha untuk melakukan kegiatan
operasional dan/atau komersia! kegiatan usaha.

(7) Lembaga 0SS membatalkan Sertifikat Standar yang
belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dalam hal Pelaku Usaha:




a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} sesuai jangka waktu yang
ditetapkan daiam NSPK; dan

b. berdasarkan hasil pengawasan, tidak melakukan
versiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu
1 (satu) tahun sejak NIB terbit.

Paragraf 4
Kegiatan Usaha Dengan Tingkat Risiko Tinggi

Pasal 9

(1) Perizinan  Berusaha untuk kegiatan usaha dengan
tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (4) huruf ¢ meliputi:

a. NIB; dan
h. Izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan persetujuanr  Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Dacrah untuk pelaksanaan kegiatan usaha
yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum
melaksanakan kegiatan ucahanya.

(3) Sebelum meraperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk
persiapan kegiatan usaha.

(4) NIB sebagaimana dimaksud pada -ayat (1) huruf a dan
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk
melakukan kegiatann operasional dan/atau komersial
kegiatan usaha.

(5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi
memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau
standar produk, Pemerintah Daerah sesuai
kewenangannya menerbitkan Sertifikat Standar usaha
dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil
verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah teknis sesuai kewenangasnnya
mengeluarkan hasil verifikasi Sertifikat Standar, terhadap
ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (5).

Bagian Ketiga
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

(1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku
Usaha wajib memenuhi:

a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. ’/5 ‘



9

(2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
b. persetujuan lingkungan; dan
c. PBG dan sertifikat laik fungsi.

Paragraf 2
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 12

(1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang, untuk Perizinan Berusaha
berdasarkan analisis tingkat Risiko yang telah
dimohonkan melalui Sistem OSS termasuk dalam bidang
usaha yang harus memenuhi Kkesesuaian Kkegiatan
pemanfaatan ruang.

(2) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara
rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.

(3) Setelah memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang sebagaimana dimeksud pada ayat (1), Pelaku
Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan
Berusaha.

' (4) Pelaku Usaha dapat melaksanakan kegiatan
pemantaatan ruang setelah memperoleh Perizinan
Berusaha.

Pasal 13

(1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksuo dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
a. kegiatan berusaha untuk non-UMK; dan
b. kegiatan berusaha untuk UMK.

(2) Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
untuk kegiatan berusaha non-UMK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
yang dikeluarkan cleh Pemerintah Pusat; atau

b. persetujuan kesesuaian kegiatan penianfaatan ruang
yang dikeluarkan oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 14

(1) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud dalem Pasal 13 ayat (2) huruf a
merupakan dokumen yang menyatakan Kkesesuaian
antara rencana Kkegiatan pemanfaatan ruang dengan
RTR.

(2) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui Sistem OSS dengan tahapan:

a. pendaftaran;
b. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan

ruang terhadap RDTR; dan
c. penerbitan kontirmasi kesesuaian kegiatan

pemanfaatan ruang. ; ;
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(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, berpedoman pada NSPK terkait konfirmasi
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 15

(1) Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b
diberikan dalam hal belum tersedia RDTR di lokasi
rencana keglatan pemanfaatan ruang.

(2) Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS dengan
tahapan:

a. pendaftaran; )

b. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan
ruang terhadap RTR; dan

c. penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, diatur dalam Peraturan
Bupati. '

Pasal 16

(1) Kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh Pelaku
Usaha yang termasuk dalam kelompok UMK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b,
tidak melalui proses penerbitan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang.

(2) Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya
telah sesuai dengan RTR.

(3) Dalam hal pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terbukti tidak benar, dilakukan pembinaan
oleh tim Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang oleh Pelaku Usaha yang
termasuk non-UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2), berpedomzn pada Peraturan Perundang-undangan
mengenai penataan ruang.

Paragraf 3
Persetujuan Lingkungan

Pasal 18

(1) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan keputusan
kelayakan  lingkungan  hidup atau  pernyataan
kesangguparn pengelolaan lingkungan hidup yang telah
mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah. : I
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(2) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dimiliki oleh setiap wusaha yang
kegiatannya memiliki dampak penting atau tidak penting
terhadap lingkungan.

(3) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1, menjadi prasyarat penerbitan Perizinan
Berusaha.

(4) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan melalui:
a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
b. penyusunen formulir UKL-UPL dan pemeriksaan
formulir UKL-UPL.

(5) Persetujuen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan
Berusaha.

(6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana
dimaksud pada ayvat (5] dan tidak terjadi perubahan
usaha dan/atau kegiatan, perpanjangan Perizinan
Berusaha dapat menggunakan dasar persetujuan
lingkungan yang sudah ada sebelurnnya.

Pasal 19

(1) Setiap rencana wuseha yang berdampak terhadap
lingkungan hidup wajib memiliki:
a. Amdai;
b. UKL-UPL; atau
&, SPPL.

(2) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha yang memiliki
dampak penting rerhadap lingkungan hidup.

(3) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
wajib dimiliki bagi usaha yang tidak memiliki dampak
penting terhadap lingkungan hidup.

(4) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ wajib
dimiliki bagi usaha yang tidak memiliki dampak penting
terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam
kriteria wajib UKL-UPL.

Pasal 20

Ketentuan mengenai pengajuan. permohonan persetujuan
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

, Paragraf 4 .
Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi
Fasal 21
(1) PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
huruf ¢ merupakan perizinan yang diberikan kepada
pemilik bangunan gedung untuk membangun baru,

mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawatc
bangunan gedung sesuai dengan standar teknis

bangunan gedung. }




(2) Setiap Pelaku Usahia yang melaksanakan pembangunan
gedung dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan
kegiatan usaha atau menjalankan kegiatan berusaha
wajib memiliki PBG. :

(3) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya
diberikan sertifikat laik fungsi oleh Kepala Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang
pekerjaan umum, sebagai syarat kelaikan fungsi
bangunan gedung sebelum diraanfaatkan.

(4) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan PBG
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada
Peraturan Perundang-undangan mengenai bangunan

gedung.

Bagian Keempat
Perizinan Berusahe Sektor dart Kemudahan
Persyaratan Investasi

Pasal 22

Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan
investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf ¢ dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Manajeinen Penyelenggaraan

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

' (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
dilaksanakan oleh Kepaia DPMPTSP.

(2) Kepala DPMPTSP 'melakukan pengintegrasian PTSP
antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah
sesuai dengan kewenangannya.

Pasail 24

(1) Kepala DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan
Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

(2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pelaksanaan pelayanan;
b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
c. pengelolaan informasi;
d. penyuluhan keoada masyarakat;
e. pelavanan kornsultasi; dan
f. pendampingan hukum.

b5
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Paragraf 2
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 25

(1) Pelaksanaan pelayanarn Perizinan Berusaha di Daerah

(2)

(4)

(5)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a
dilaksanakan berdasarkan ketentuan  Peraturan
Perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah
sebagaimana  dimaksud pada- ayat (1) wajib
menggunakan Sistem OSS yang dikelola cleh Pemerintah
Pusat terhitung sejak Sistem OSS bherlaku efektif.

Pelaksarnaan peiavanan Perizinan Berusaha di Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan
layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan
penyandang disakbilitas dalam mendapatkan jasa
pelayanan Perizinan Berusaha.

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem
pendukung pelaksanaan Sistemm OSS sesuai dengan
NSPK vang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem
pendukung pelaksanaan sistem OSS sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di
Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

Pelayanan secaira mandiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (i) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri
atau yang disediakan oleh Kepala DPMPTSP.

Dalam hal Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum dapat melaksanakan secara mandiri
layanan Sistem OSS maka Kepala DPFMPTSP
melakukan:

a. pelayanan berbantuan; dan/atau

b. pelayanan bergerak. :

Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara
Kepala DPMPTSP dan Pelaku Usaha.

Pelayanan hergerak sehagaimana dimaksud pada ayat (3]
huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan
pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan
sarana transnortasi atau sarana lainnya.

Pasal 27

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (3) huruf a juga dilakukan jika terjadi
gangguan teknis.

(2) Dalam ha! terjadi gangguan teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP berkcordinasi
dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.

T
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(3) Dalam hal pelayanan Sistem CSS terjadi gangguan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan
berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari
sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

(4) Pernyataan terjadinya ganggnan teknis pelavanan Sistem
0SS sebagaimana dimaksud pada avat (2) disampaikan
kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 28

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Kepala
DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

ayat (2) tidak dipungut biaya.

(2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan
retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 29

(1) Pengelolaan  pengaduan masyarakat sebagaimana
dimaxsud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilakukan
secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif,
dan tidak dipungut biaya.

(2) Pengelolaan  pengaduan masyarakat  sebagaimana
dimaksud pada ayzat (!} dilaksanakan dengan tahapan:

. menerima dan memberikan tanda terima,

. mmemeriksa kelengkapan dokumen;

mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;

. menelash dan menanggapi;

. menatausahakan;

melaporkan hasil; dan

. memantau dan mengevaluasi.

e W oA R o

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari, sejak
ditemukannva masalah.

(4) Jangka waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(5) Pelaksanaan  pengelolaan  pengaduan  masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terintegrasi dengan
kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah melalui
Sistem OSS.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pengaduan
masyarakat sebagaimana dimaksnd pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

(1) Kepala DPMPTSP menyediakan sarana pergaduan untuk
mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan

Perizinan Berusaha. f l
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(2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mudath diekses dan dijangkau oleh masyarakat
dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi
dan komunikasi.

Paragraf 4
Pengelolaan Informasi

Pasal 31

(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2) huruf ¢, dilakukan secara terbuka dan
mudah diakses oleh masyarakat.

(2) Pelaksanaan  pengelolean  informasi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
a. menerima. permirntaan layanan infermasi; dan
b. menyediakan dan memberikan informasi terkait
layanan Perizinan Berusaha.

Pasai 32

(1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana
! dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan
melalui sub sistem pelayanan informasi dalam Sistem

\ 0SS.

(2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan
memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:

a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
b. standar pelavanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
c. penilaian kinerja PTSP.

(3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

(4) Perivediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat
tidak dipungut biaya.

Paragraf 5 ;
Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 33

(1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pzasal 24 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan
masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
b. manfeat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
c. persyaratan dan rmekanisme layanan Perizinan
Berusaha : ‘
d. waktu darn tempat pelayanan; dan
e. tingkat Risiko kegiatar:. usaha.
{2) Penyelenggaraan  penyuluhan kepada  masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. media elektromnik;
b. media cetak; dan/atau

C. pertemuart. !
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b. Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara
periodik.

Paragraf 6
Pelayanan Konsultasi

Pasal 34

(1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayac (2) huruf e diberikan kepada Pelaku Usaha
yang membutuhkan infermasi Perizinan Berusaha.

(2) Pelayanan Kkonsultasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
c. pendampingan teknis.

(3} Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan
oleh Kepala DPMPTSP dan/atau secara daring.

(4) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh Kepala DPMPTSP berkoordinasi dengan
Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan konsultasi
sebagaiman»? dimaksud pads. ayat (1) diatur dalam
Peraturar. Bupat:.

Paragrafl 7
Pendampingan Hukum

Pasai 35

(1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat
Perangkat Daerah yang mengalami permasalahan hukum
dalam proses dan pelaksanaan Perizinan Berusaha.

(2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah/unit kerja
yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang
hukum.

BAB IV
TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 36

Kepala DPMPTSP dalam meiaksanakan Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha memiliki hubungan kerja yang meliputi:

a. hubungan kerja dengan lembaga pemerintah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS;

b. hubungan Lkerja dengan Perangkat Daerah termasuk
kecamatan dan kelurahan/desa; dan

c. hubungan kerja dengan Dinas Penanaman Modal dan

Felayanan Terpadu Satu Pintu Previnsi. é: l




Pasal 37

(1) Hubungan kerja Kepala DPMPTSP dengan Lembaga OSS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a,
dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan
Perizinan Berusaha di Daerah.

(2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
c. pengernbangan kompetensi sumber daya manusia;
d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak
untuk mendukung pelaksann~an Sistern OSS; dan
1 e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha
] di Daerah.
|
|
|
I

Pasal 38

(1) Hubungan kerja Kepala DPMPTSP dengan Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b,
dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam
melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah.

(2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengarn
kewenangean Perangkat Daerah;

b. verifikasi Perizinan Berusaha,;

c. monitering dan evaluasi dalam rangka pengawasan
Perizinan Berusaha;

d. fasilitasi  penyelesaian  permasalahan  Perizinan
Berusaha; dan

e. sinergl program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

(3) Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), hubungan kerja Kepala DPMPTSP dengan
Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka pemberian
dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan
kelurahan/desa.

Pasal 39

(1} Hubungan kerja dengan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 huruf c¢, dilakukan secara
fungsional dan koordinatif.

(2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. fasilitasi  penyelesaian  permasalahan  Perizinan
Berusahe; dan
b. pengawasan Perizinan Berusaha.

x>




BAB V
TIM PENYELENGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 40

(1) Bupati membentuk tim Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah.

(2) Tim Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan
standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan
melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang
harus dipenuhi Pelaku Usaha.

(3) Tim Penyeienggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasai 41

(1) Dalam hal tim Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah mernemukan adanya ketidaksesuaian
/ketidakpatuhan ~ Pelaku Usaha atas ketentuan
Peraturan Perundang-undangan, tim Perizinan Berusaha
di Daerah menindaklanjuti dengan memberikan
rekomendas: berupa:

a. pemmbinaan;

b. perbaikan; dan/atau

c. penerapan sanksi, yeng dimasukan ke dalam Sistem
OSS.

(2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan tim Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah dengan mengutamakan pembinaan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berupa pendampingan dan penvuluhan meliputi
pemberian penjelasaqn, konsultasi, bimbingan teknis
dan/atau  kegiatan  fasilitasi penyelesaian  oleh
Pemerintah Daerah atas permasalahan yang dihadapi
Pelaku Usaha.

(4) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3},
Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan
perbaikan.

(5) Dalam hal perbaikan tidak dilakukan, Bupati
berdasarkan kewenangannya dapat menindaklanjuti
dengan penerapan sanksi sesuai ketentuan Peraturan
Perundang- undangan.

(6) Dalaro hal Pelaku Usaha diberikan sanksi, tim Perizinan
Berusaha di Daerah mencatatkan informasi pemberian

sanksi ke dalam Sistem OSS.
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BARB VI
PELAPORAN

Pasal 42

(1) Bupatt menyampaikan  laporan  Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur sebagai
wakil Peinerintah Pusat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. jumlalh perizinan yang diterbitkan;
b. rencana dan realisasi investasi; dan
c. kendala dan solusi.

(3) Lapcran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

(4) Kepala DPMPTSP dalam mendukung penyediaan data
laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
secara integrasi data Perizinan Bertisaha di Daerah.

BAB VIi
PENDANAAN

Pasal 432

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

dibebankan pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat
sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETZNTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perizinan
Berusaha yeng telah terbit namun belum berlaku efektif
sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha
diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah
ini.

Pasal 45

Perizinan Berusaha yang telah terbit dan berlaku efektif
sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap
berlaku.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha
dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 26},
masih tetap beriaku sepanjang tidak bertentangan dan

belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Badung Tahun 2021 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran . Daerah Kabupaten
Badung.

Ditetapkan di Mangupura
da tanggal 23 September 2022

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 23 September

SEKRBTARIS DAERAHY

[ B S BV

. TWAYAN’ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN RADUNG, PROVINSI BALI
(7,61/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. kabupaten Badung,

Agung Gdeé Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008




PENJELASAN
ATAS

‘PERAT URAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

[. UMUM

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha merupakan
kebijakan nasional, yang harus diikuti oleh pemerintah daerah. Iklim
penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi dan
kemudahan berusaha, menjadi bagian dari kebijakan hukum nasional yang
harus diselenggarakan pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaannya diundangkan.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, adalah dengan mendukung pertumbuhan investasi berusaha
di Kabupaten Badung. Hal ini dapat dilakukan dengan mewuiudkan
kemudahan investasi serta penyederhanaan perizinan. Atas dasar tersebut
perlu didukung dengan pelayanan Perizinan Berusaha yang berkualitas,
cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisisen, efektif, dan akuntabel.

Penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan perizinan
berusaha berbasis resiko merupakan metode standar yang harus
diterapkan di daerah berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha
dalam menentukan jenis perizinan bherusaha dan kualitas pengawasan.
Pendekatan berbasis risiko dan perigawasannya merupakan instrument
pemerintah daersh dalem mengendalikan suatu kegiatan usaha,
mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan Peraturen Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, secara tidak ekplisit
memerintahkan untuk membuat pengaturan mengenai penyelenggaraan
perizinan berusaha di daerah, untuk membuat mengatur penyelenggaraan
perizinan berusaha di daerah secara lebih sederhana, dengan berpedoman
pada Peraturan Perundang- undangan yang berkaitan dengan
Penyelenggaraan Berizinan Berusaha. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyeilenggaraan Perizinan
Berusaha Di Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung menyusun
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, dengan
pertimbangan baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis untuk
memperkuat dasar- dasar pemikiran dalam penyusunan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, yang meliputi:

1. Untuk mendorong meningkatkan ekositem investasi dan menjaga
kualitas perizinan yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga perlu
dilakukan dengan penyeienggaraan Perizinan Berusaha di daerah yang
cepat, mudah, terintegrasi transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;

2. Pertumbuhan investasi berusaha di kabupaten Badung perlu didukung
dengan pelayanan Perizinan Berusaha yang berkualitas, cepat, mudabh,
terintegrasi, transparan, efisisen, efektif, dan akuntabel; dan !




3. Penyelenggaraan perizinan beriusahs. di Kabupaten Badung harus
dilakukan . dengan asas kepastian hukum, sehingga pengaturan
mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Badung
harus disesuaikan dengan proses penyelenggaraan Perizinan Berusaha
yang diatur dalam Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi
dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Kabupaten.

Dengan dilakukannya penyusunan Peratuiran Daerah tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, akan dapat memberikan kepastian
hukum bagi masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memahaini
proses perizinan berusaha, dan Peraturan Daerah ini menjadi dasar dalam
menyusun Peraturan Bupati yang sifatnya lebih teknis mengenai tatacara
dan persyaratan dalam setiap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kewenangan Pemerintah Daereh dan Pemerintah Pusat dalam
penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai dengan Undang-

Undang Cipta Kerja.

Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
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Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan dampak penting adalah perubahan
lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan
oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jeias.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup ;elas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Ayat (1)

Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah yang
dilakukan secara fungsional dan koordinatif adalah sinergitas
hubungan kerja antara DPMPTSP dan Perangkat Daerah lainnya
sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing
untuk saling mendukung dan melengkapi dalam rangka
percepatan dan optimalisasi Penyelenggaraan Perrzinan Berusaha
di Daerah untuk mewujudkan kepuasan masyarakat.

Ayat (2) é{ ;ﬁ

Cukup jelas.




Pasal 39
Ayat (1)

Hubungan kerja dengan DPMPTSP provinsi yang dilakukan secara
fungsional dan koordinatii adalah sinergitas hubungan kerja
antara DPMPTSP vprovinsi den DPMPTSP- sesuai dengan
kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing untuk saling
mendukung dan melengkapi dalam rangka percepatan dan
optimalisasi Peniyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah untuk
mewujudkan kepuasan masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
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